
II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Tindak Pidana

Istilah tindak pidana atau strafbaar feit diterjemahkan oleh pakar hukum

pidana Indonesia dengan istilah yang berbeda-beda. Diantaranya ada yang

memakai istilah delik, peristiwa pidana, perbuatan pidana, tindak pidana,

pelanggaran pidana. perbuatan yang melawan hukum atau bertentangan

dengan tata hukum dan diancam pidana apabila perbuatan yang dilarang itu

dilakukan oleh orang yang dapat dipertanggungjawabkan.

Tindak pidana merupakan pengertian dasar dalam hukum pidana (yuridis

normatif). Kejahatan atau perbuatan jahat bisa diartikan secara yuridis atau

kriminologis.

Tindak pidana atau perbuatan jahat dalam arti yuridis normatif adalah

perbuatan seperti yang terwujud in abstracto dalam peraturan pidana.

Sedangkan dalam kriminologis adalah perbuatan manusia yang memperkosa /

menyalahi norma yang hidup di masyarakat secara kongkret.

Pengertian tindak pidana menurut Moeljatno dibedakan dapat dipidananya

perbuatan dan dapat dipidananya orang. Dibedakan pula perbuatan pidana

(criminal act) dengan pertanggungjawaban pidana (criminal reponsibility /
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liability). Moeljatno penganutpandangan dualistis yang berbeda dengan

pandangan monistis

Tindak Pidana memiliki pengertian perbuatan yang dilakukan setiap

orang/subjek hukum yang berupa kesalahan dan bersifat melanggar hukum

ataupun tidak sesuai dengan perundang-undangan.

Menurut Pompe dalam bukunya yang berjudul Pedoman Hukum Pidana

Belanda, beliau memberikan pengertian dari strafbaar feit yang dibedakan

atas dua bagian, yaitu :

1. Definisi menurut teori adalah suatu pelanggaran terhadap norma yang

dilakukan karena kesalahan si pelanggar dan diancam dengan pidana

untuk mempertahankan tata hokum dan menyelamatkankesejahteraan

umum.

2. Definisi menurut hokum positif adalah suatu kejadian yang oleh peraturan

Undang-Undang dirumuskan sebagai perbuatan yang tepat dihukum

(Pompe, 2001 : 39).

Menurut Muljatno, tindak pidana adalah keadaan yang dibuat seseorang atau

barang sesuatu yang dilakukan, dan perbuatan itu menunjuk baik pada

akibatnya maupun yang menimbulkan akibat.

Tindak Pidana atau Strafbaar feit adalah suatu handeling

(tindakan/perbuatan) yang diancam dengan pidana oleh undang-undang,

bertentangan dengan hukum  dilakukan dengan kesalahan  oleh seseorang

yang mampu bertanggungjawab.
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Kemudian beliau membaginya dalam 2 (dua) golongan unsure, yaitu :

a. Unsur Subyektif yang berupa kesalahan dan kemampuan

bertanggungjawab dari petindak.

b. Unsur Obyektif yang berupa tindakan yang dilaran / diharuskan akibat

keadaan / masalah tertentu.

Menurut Wirjono Prodjodikoro (2002: 27) mengemukakan bahwa tindak

pidana adalah pelanggaran norma-norma dalam tiga bidang yaitu hukum

perdata, hukum ketatanegaraan, dan hukum tata usaha pemerintah yang oleh

pembentuk undang-undang ditanggapi dengan suatu hukuman pidana.

Unsur-unsur perbuatan (tindak) pidana :

a. Perbuatan manusia

b. Memenuhi rumusan UU (syarat formil : sebagai konsekuensi adanya asas

legalitas)

c. Bersifat melawan hokum (syarat materiil : perbuatan harus betul-betul

dirasakan oelh masyarakat sebagai perbuatan yang tidak boleh atau tidak

patut dilakukan karena bertentangan dengan tata pergaulan di masyarakat)

d. Kesalahandan kemampuan bertanggungjawab tidak masuk sebagai unsure

perbautan pidana karena unsur ini terletak pada orang yang berbuat.

Perbuatan / tindak pidana yang diatur dalam KUHP buku-II KUHP terdiri

dari XXXII Bab dan Buku ke- III terbagi menjadi IX Bab. Secara umum

tindak pidana dapat dibedakan kedalam beberapa pembagian.
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A. Tindak pidana dimaksud dapat dibedakan secara Kualitatif atas

Kejahatan dan Pelanggaran :

1. Kejahatan

Secara doktrin Kejahatan yaitu perbuatan perbuatan yang

bertentangan dengan kedailan, terlepas apakah perbuatan itu diancam

pidana dalam suatu undang-undang atau tidak. sekalipun tidak

dirumuskan sebagai delik dalam undang-undang, perbuatan ini benar-

benar dirasakan oleh masyarakat sebagai perbuatan yang

bertentangan dengan keadilan. Perbuatan-perbuatan yang dapat

dikualisifikasikan sebagai Rechtdelicht dapat disebut anatara lain

pembunuhan, pencurian dan sebagainya.

2. Pelanggaran

Pelanggaran yaitu perbuatan-perbuatan yang oleh masyarakat baru

disadari sebagai suatu tindak pidana, karena undang-undang

merumuskannya sebagai delik. Perbuatan-perbuatan ini baru disadari

sebagai tindak pidana oleh masyarakat oleh karena undang-undang

mengancamnya dengan sanksi pidana. tindak pidana ini disebut juga

malaqui prohibita. Perbuatan-perbuatan yang dapat dikualisifikasikan

sebagai sebagai wetsdelicht dapat disebut misalnya memarkir mobil

disebelah kanan jalan, berjalan dijalan raya disebelah kanan dan

sebagainya.

B. Tindak pidana dapat dibedakan atas tindak pidana Formil dan tindak

pidana Materiil :
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1. Tindak pidana Formil adalah tindak pidana yang perumusannya dititik

beratkan pada Perbuatan yang dilarang, dengan kata lain dapat

dikatakan, bahwa tindak pidana Formil adalah tindak pidana yang

telah dianggap terjadi/selesai dengan telah dilakukannya perbuatan

yang dilarang dalam undang-undang, tanpa mempersoalkan akibat.

Tindak pidana yang dikualifikasikan sebagai tindak pidana Formil

dapat disebut misalnya pencurian sebagaimana diatur dalam pasal

362 KUHP, penghasutan sebagaimana diatur dalam pasal 160 KUHP

dan sebagainya.

2. Tindak pidana Materiil adalah tindak pidana yang perumusannya

dititik beratkan pada akibat yang dilarang, dengan kata lain dapat

dikatakan, bahwa tindak pidana Materiil adalah tindak pidana yang

baru dianggap telah terjadi atau dianggap telah selesai apabila akibat

yang dilarang itu telah terjadi. Jadi jenis pidana ini mempersyaratkan

terjadionya akibat untuk selesainya. Apabila belum terjadi akibat

yang dilarang, maka belum bisan dikatakan selesai tindak pidana ini,

yang terjadi baru percobaan. Sebagai contoh misalnya tindak pidana

pembunuhan pasal 338 KUHP dan tindak pidana penipuan pasal 378

KUHPdansebagainya.
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B. Pengertian Penggelapan

Dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, istilah penggelapan berasal dari kata

“gelap” yang memiliki arti tidak terang atau kelam, lalu ditambahkan dengan

awalan “pe” yang menjadi kata penggelapan yang mengandung arti yang

mengandung arti dari pelaku suatu perbuatan, yaitu orang yang melakukan

perbuatan yang tidak terang-terangan dan kemudian ditambah lagi dengan

akhiran “an” menjadi penggelapan.

Tindak Pidana Penggelapan diatur pada Bab XXIV (buku II) KUHP, terdiri

dari 5 pasal (372 s/d 376). Salah satunya yakni Pasal 372 KUHP, merupakan

tindak pidana penggelapan dalam bentuk pokok yang rumusannya berbunyi:

"Barang siapa dengan sengaja menguasai secara melawan hukum sesuatu

benda yang seharusnya atau sebagian merupakan kepunyaan oranglain yang

berada padanya bukan karena kejahatan, karena bersalah melakukan

penggelapan, dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya 4 (empat)

tahun atau dengan pidana denda setinggi-tingginya 900 (sembilan ratus)

rupiah."

Tidak Pidana Penggelapan ini dalam mempunyai unsur-unsur sebagai berikut

:

a. unsur subjektif : dengan sengaja;

b. unsur objektif : 1. barangsiapa; 2. menguasai secara melawan hukum; 3.

suatu benda; 4, sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain; 5. berada

padanya bukan karena kejahatan.
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Pengertian yuridis mengenai penggelapan dimuat dalam pasal 372

sebagaimana yang telah dirumuskan sebelumnya diatas, disebut atau diberi

kualifikasi penggelapan. Rumusan di atas tidak memberi arti sebagai

membuat sesuatu menjadi gelap atau tidak terang, seperti arti kata yang

sebenarnya. Perkataan verduistering yang ke dalam bahasa kita

diterjemahkan secara harfiah dengan penggelapan itu, bagi masyarakat

Belanda diberikan arti secara luas (figurlijk), bukan diartikan seperti arti kata

yang sebenarnya sebagai yang membuat sesuatu menjadi tidak terang atau

gelap.

Penggelapan adalah merupakan suatu delik formil yaitu suatu delik yang

terdiri dari suatu perbuatan manusia, atau delik komisjones, yaitu suatu tindak

pidana yang terjadi karena suatu perbuatan aktif yang padanya ialah delik

komisiones yaitu delik atau tindak pidana yang terjadi karena seseorang tidak

berbuat atau tidak melakukan sesuatu yang diwajibkan kepadanya oleh

Undang-Undang.

Menurut Proffesor Simmons, Penggelapan adalah suatu tindakan yang

demikian rupa yang membuat pelaku memperoleh suatu kekuasaan yang

nyata atas suatu benda seperti yang dimiliki oleh pemiliknya, dan pada saat

yang sama telah membuat kekuasaan tersebut diambil dari pemiliknya.

Ditinjau melalui keadaan mengenai tindakannya itu sendiri, sudah barang

tentu maksud tersebut dapat dianggap maksud yang sifatnya dapat merugikan

orang lain
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C. Macam-Macam Tindak Pidana Penggelapan dan Unsur-Unsurnya

Macam-Macam tindak pidana penggelapan dan unsure-unsurnya ini diatur

dalam KUHP Buku II Titel XXIV dari Pasal 372 sampai dengan Pasal 377.

Berdasarkan perumusan yang dibuat dalam Pasal-Pasal tersebut, maka tindak

pidana penggelapan dapat digolongkan menjadi empat macam, yaitu :

1. Penggelapan Biasa (Pasal 372 KUHP)

Penggelapan dalam bentuk ini diatur dalam Pasal 372 KUHP yang

merupakan bentuk pokok dari Tindak Pidana penggelapan Pasal 372

KUHP yang berbunyi :

“Barangsiapa dengan sengaja dan melawan hokum mengaku sebagai

pemilik sendiri barang sesuatu seluruhnya atau sebagian adalah milik

orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya diancam karena

penggelapan dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau denda

paling banyak enam ratus rupiah”.

Isi Pasal diatas maka dapat diketahui bahwa tindak pidana penggelapan

memiliki unsur-unsur antara lain :

a. Unsur objektif

1. Memiliki

Pengertian memiliki adalah pemegang barang yang menguasai,

mengakui sebagai milik sendiri, bertindak terhadap sesuatu barang

secara mutlak penuh, bertentangan dari sifat hokum dengan mana

barang itu dikuasainya.
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Mengakui sebagai milik sendiri, sesungguhnya dapat juga

diartikan sebagai menganggap sebagai milik sendiri, selanjutnya

Moelyatno menyatakan karena kedua-duanya menunjukkan

kepada suatu sikap batin tertentu, yaitu kepunyaanku.

2. Barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain

Menurut Moelyatno, barang berarti suatu objek hak milik,

termasuk juga binatang-binatang dan benda-benda tidak

bergerak.

3. Barang yang ada padanya atau dikuasai bukan karena

kejahatan

Dalam KUHP terjemahan Moelyatno, mengenai penggelapan

yang diatur dalam Pasal 372, tidak menggunakan istilah

“barang berada di tangannya bukan karena kejahatan”, tatapi

menggunakan istilah “… barang itu dalam kekuasaannya

bukan karena kejahatan”.

b. Unsur subjektif

1. Dengan sengaja

Tentang yang dimaksud “dengan sengaja” di dalam KUHP hal ini

tidak dinyatakan dengan tegas pengertiannya. Tetapi pengertian

“sengaja” diartikan yang membuat sesuatu atau tidak membuat

sesuatu yang dilarang atau diperintahkan oleh Undang-Undang (E.

Utrecht, 1990 : 301).
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Kejahatan sebagaimana yang dirumuskan dalam Buku II KUHP

tidak semuanya mencantumkan unsure kesengajaan dengan tegas,

menurut teori hokum pidana, apabila di dalam rumusan suatu

delik (tindak pidana) tidak dicantumkan dengan tegas unsure

kesengajaan, maka unsure-unsur tersebut telah dianggap tercakup

di dalamnya, berarti tidak perlu dibuktikan, tetapi bila kesengajaan

disebutkan dengan tegas dalam suatu rumusan delik atau tindak

pidana, maka unsure tersebut harus dibuktikan dan semua kalimat

yang berada di belakang unsure tersebut diliputi oleh unsure

kesengajaan tersebut.

2. Dengan Melawan Hukum

Suatu perbuatan baru dapat dipidana apabila pembentuk Undang-

Undang menyebutkan perbuatan itu bersifat melawan hokum.

Sifat melawan hokum ini merupakan unsure yang teramat penting

bahkan merupakan sesuatu yang mutlak dari perumusan akan

suatu delik (tindak pidana) itu sendiri. Akan tetapi pembentuk

undang-undangsendiri dalam merumuskan delik (tindak pidana)

ternyata bahwa dalam peraturan tidak semua rumusan tindak

pidana mencantumkan dengan tegas unsure melawan hokum ini.

2. Penggelapan Ringan (Pasal 373 KUHP)

Tindak pidana penggelapan ringan ialah tindak pidana penggelapan

yang diatur dalam Pasal 373 KUHP yang berbunyi sebagai berikut:
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“Tindak pidana yang diatur dalam Pasal 372 itu, jika yang digelapkan

bukan merupakan ternak dan harganya tidak lebih dari dua ratus lima

puluh rupiah, maka sebagai penggelapan ringan di pidana dengan

pidana penjara selama-lamanya tiga bulan atau dengan pidana dengan

setinggi-tingginya sembilan ratus rupiah.”

Tindak pidana penggelapan yang diatur dalam Pasal 373 KUHP itu di

dalam doktrin juga disebut sebagai suatu geprivigieerde verduistering

atau tindak pidana penggelapan dengan unsure-unsur yang

meringankan.

Unsur-unsur yang meringankan di dalam Tindak Pidana penggelapan

yang diatur dalam Pasal 373 KUHP itu ialah, karena yang menjadi

objek tindak pidana penggelapan tersebut :

a. Bukan merupakan ternak ;

b. Nilainya tidak lebih dari dua ratus lima puluh rupiah ;

3. Penggelapan dengan Kualifikasi (Pasal 374 – 375 KUHP)

Mengenai penggelapan dengan kualifikasi ini diaur dalam Pasal 374

KUHP dan Pasal 375 KUHP. Unsur-Unsur tindak pidana sebagaimana

diatur dalam Pasal 374 adalah :

a. Unsur yang diatur dalam Pasal 372

b. Ditambah dengan unsure-unsur yang memberatkan hukuman bagi

seseorang yang menguasai barang, yaitu karena :

c. Hubungan kerja sebagai pribadi
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d. Hubungan kerja dalam mata pencaharian atau profesi

Hubungan kerja antara pelaku yang diberi kepercayaan dan orang yang

memberikan kepercayaan pada unsure terakhir diatas adalah dalam

lingkungan pekerjaan pemerintah. Hubungan social ini memperlihatkan

dua status orang yaitu pelaku dalam status lemah, sedang di pihak lain

orang yang memberikan kepercayaan dalam status yang kuat. Hubungan

kerja secara pribadi merupakan hubungan antara pelaku sebagai bawahan

terhadap atasannya dalam lingkungan pekerjaan, misalnya hubungan

antara karyawan dengan majikannya, dalam hal ini adalah karyawan

swasa.

Yang dimaksud dengan menguasai barang dengan memperoleh upah atau

imbalan, yaitu apabila seseorang itu mendapat upah dari suatu yang

dikerjakannya.

Unsur-unsur tindak pidana sebagaimana yang diatur dalam Pasal 375

KUHP, yaitu :

a. Unsur-unsur penggelapan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 372

KUHP

b. Ditambah dengan unsure-unsur yang memberatkan, yaitu :

1. Oleh orang yang kepadanya terpaksa barang itu disimpan

2. Terhadap barang yang ada pada mereka karena jabatannya sebagai

wali, pengampun, kuasa atas harta kekayaan yang ditinggalkan
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pemiliknya dan pengurus lembaga social atau yayasan (HAK.

Moch Anwar, 1979 : 38).

Penggelapan yang dilakukan oleh orang tertentu ini, dalam kewajiban

ini adalah akibat dari hubungan orang itu dengan barang-barang yang

harus diurusnya. Tentang keadaan memaksa diartikan dengan

menyimpan barang itu karena keadaan yang memaksa, misalnya

karena banjir, kebakaran dan malapetaka lainnya. Begitu pula

terhadap orang yang karena jabatannya terpaksa menerima suatu

barang untuk disimpan baik sebagai wali, pengakuan, kuasa, pengurus

yang melaksanakan wasiat maupun pengurus lembaga social.

4. Penggelapan yang dilakukan di lingkungan keluarga

Penggelapan ini diatur dalam Pasal 376 KUHP, menurut Pasal tersebut

pada prinsipnya sama dengan tindak pidana pencurian, maka tindak

pidana penggelapan pun apabila dilakukan di lingkungan keluarga,

berlaku pula ketentuan yang termuat dalam Pasal 376 KUHP, yang

bunyinya adalah :

a. Jika pembuat atau pembantu dari salah satu kejahatan dalam bab ini

adalah suami (istri) dari orang yang terkena kejahatannya, dan tidak

terpisah meja dan tempat tidur atau terpisah harta kekayaan, maka

pembuat atau pembantu tidak mungkin diadakan tuntutan pidana.

b. Jika ia adalah suami (istri) yang terpisah meja dan tempat tidur atau

terpisah harta kekayaan atau ia adalah keluarga sedarah atau semenda,
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baik dari garis lurus maupun dari garis menyimpang derajat kedua,

maka ada pengaduan dari orang yang terkan kejahatan.

c. Jika menurut lembaga matnaikhaat kekuasaan bapak dilakukan oleh

orang lain dari Bapak, maka aturan ayat diatas berlaku juga bagi

orang itu.

Unsur-unsur tindak pidana penggelapan pada Pasal diatas adalah :

a. Unsur tindak pidana penggelapan sebagaimana yang diatur dalam

Pasal 372 KUHP

b. Unsur harus adanya pengaduan dari pihak yang merasa dirugikan,

apabila tindak pidana dilakukan oleh :

1. Suami, istri yang terpisah meja dan tempat tidur

2. Anggota keluarga dalam garis lurus

3. Anggota keluarga dalam garis menyimpang sampai derajat

kedua

4. Sedangkan pelaku yang tidak termasuk pada golongan diatas

dapat dilakukan penuntutan tanpa harus diadakan pengaduan

Dari rumusan penggelapan sebagaimana dijelaskan di atas, jika dirinci terdiri

dari unsur-unsur objektif meliputi perbuatan memiliki (zicht toe.igenen),

sesuatu benda (eenig goed), yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain,

yang berada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, dan unsur-unsur

subjektif meliputi penggelapan dengan sengaja (opzettelijk), dan penggelapan

melawan hukum (wederrechtelijk).
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Penggelapan adalah kejahatan yang hampir sama dengan pencurian tetapi

pada penggelapan pada waktu dimilikinya barang tersebut, sudah ada di

tangannya tidak dengan jalan kejahatan/melawan hukum. Sehingga, dalam

hal ini, jika kita jabarkan unsur-unsur penggelapan yang harus terpenuhi

adalah :

a. Barang siapa (ada pelaku);

b. Dengan sengaja dan melawan hukum;

c. Memiliki barang sesuatu yang seluruh atau sebagian adalah kepunyaan

orang lain;

d. Barang tersebut ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan.

D. Pengertian dan Dasar Hukum Putusan Pengadilan

Pada KUHAP Bab I tentang Ketentuan Umum Pasal 1 angka 11, ditentukan :

“Putusan pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang

terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala

tuntutan hokum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam Undang-

Undang ini”. Jadi, dapat dikatakan bahwa putusan hakim merupakan akhir

dari proses persidangan pidana dari tahap pemeriksaan di Pengadilan Negeri.

Menurut Sudikno Putusan hakim adalah suatu pernyataan yang oleh hakim,

sebagai pejabat yang diberi wewenang itu, diucapkan dipersidangan dan

bertujuan mengakhiri atau menyelesaikan suatu perkara atau sengketa antara

para pihak (Sudikmo : 1993 : 174).
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Ridwan Syahrani memberi batasan putusan pengadilan adalah pernyataan

hakim yang diucapkan pada sidang pengadilan yang terbuka untuk umum

untuk menyelesaikan dan mengakhiri perkara (Ridwan Syahrani : 1988 : 83).

Rubini dan Chaidir Ali Merumuskan bahwa keputusan hakim itu merupakan

suatu akte penutup dari suatu proses perkara dan putusan hakim itu disebut

vonnis yang menurut kesimpulan-kesimpulan terakhir mengenai hukum dari

hakim serta memuat akibat-akibatnya (Rubini dan Chaidir : 1974 : 105).


